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Padang Panjang, 1 Desember 2017


Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
	Yth.
	Sdr. Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang;

	Yth.
	Sdr. Pimpinan dan Anggota DPRD berserta Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan Ketua Pengadilan Negeri Kota Padang Panjang;

	Yth.
	Sdr. Sekretaris Daerah Kota Padang Panjang beserta jajaran Pemerintah Kota Padang Panjang, dan;

	Yth.
	Sdr. Pemuka Masyarakat, Cadiak Pandai, Alim Ulama, Bundo Kanduang, Rekan-Rekan Pers dan Undangan  serta Hadirin yang berbahagia.



Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala,  yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat menghadiri Rapat Paripurna DPRD Dalam Rangka Peringatan Hari Jadi Kota Padang Panjang ke – 227.
Shalawat beriringan salam kita ucapkan untuk Nabi dan Rasul kita Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam. Semoga segala pedoman yang telah beliau berikan, selalu membimbing kita semua menuju jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. 
Mengawali sambutan ini, izinkanlah saya mewakili Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota se Sumatera Barat menyampaikan ucapan Selamat Hari Jadi yang ke 227 kepada pemerintah daerah dan segenap masyarakat Kota Padang Panjang.  Semoga kota yang kita cintai ini akan menjadi kota yang lebih mandiri dan sejahtera di masa yang akan datang.



Sdr. Peserta Rapat Paripurna, Para Undangan serta Hadirin yang berbahagia
Pada hari ini, kita kembali menghadiri Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kota Padang Panjang dalam rangka memperingati Hari Jadi Kota Padang Panjang yang ke 227, sebagai momentum untuk mengingat kembali berbagai peristiwa penting dalam sejarah perjalanan Kota Padang Panjang.
Melalui peringatan ini kita disadarkan kembali untuk dapat belajar dari segala keberhasilan dan kegagalan yang telah kita lewati, serta tetap berpegang kepada tujuan dibentuknya pemerintahan daerah yaitu percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Bersamaan dengan itu, kita harus dapat menginventarisir semua tugas-tugas yang masih tersisa dan masih belum dapat kita rampungkan. Kita juga harus mampu pula memobilisasi semua sumber daya pembangunan dan potensi yang kita miliki. 
Hal ini tidak saja untuk mendukung penyelesaian tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan, tetapi juga sekaligus sebagai bentuk kesiapan daerah untuk menghadapi persaingan yang ketat menuju smart city dalam era globalisasi.
Dengan demikian, peringatan Hari Jadi sebuah Kabupaten/ Kota sebagaimana yang kita laksanakan pada hari ini, bukanlah sekedar kegiatan yang bersifat seremonial belaka. Tetapi merupakan sebuah momentum yang mempunyai makna evaluatif pada saat kita harus menoleh kebelakang, dan makna prediktif atau perkiraan pada saat kita harus memandang kedepan.
Makna evaluatif dan prediktif peringatan ini tidak hanya ditujukan bagi pemerintah daerah semata, namun juga bagi DPRD dan seluruh lapisan masyarakat untuk terus mengevaluasi dan mempersiapkan diri bagi pembangunan Kota Padang Panjang. 
Hanya dengan demikian, kegiatan Peringatan Hari Jadi suatu daerah akan menjadi penting apabila diarahkan untuk lebih terwujudnya kesejahteraan, yang benar-benar dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat Kota Padang Panjang di masa mendatang.
Hadirin yang berbahagia,
Penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh pemerintah daerah sebagai daerah otonom bertujuan untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat melalui pelayanan publik yang berkualitas, pemberdayaan serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. 
Pada sebagian daerah, otonomi daerah telah memunculkan berbagai macam keberhasilan pembangunan sebagai buah beragam inovasi yang diinisiasi oleh pemerintah daerah. Namun pada sisi lain, sebagian pemerintah daerah masih dihadapkan kepada berbagai persoalan menyangkut pemenuhan kesejahteraan yang belum optimal, sarana dan prasarana publik yang belum memadai, serta belum baiknya pemberian pelayanan kepada masyarakat. 
Di era otonomi daerah ini, sebagian besar permasalahan pembangunan di atas berada pada wilayah kabupaten/kota. Pada titik ini, pemerintah provinsi memiliki fungsi menjamin terselenggaranya pemerintahan yang sesuai dengan koridor peraturan perundang-undangan, serta sebagai koordinator dalam menjaga keharmonisan program pembangunan kabupaten/kota yang berbeda-beda. Hal ini merujuk pada Pasal 3 ayat (1) huruf Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, bahwa, Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk pembinaan umum dan teknis.
Pada kesempatan yang berbahagia ini juga, perlu kami sampaikan hasil penilaian Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2016 terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Padang Panjang Tahun 2015. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 120-10421 Tahun 2016, Kota Padang Panjang berada pada peringkat 63 dari 91 Kota secara nasional dan peringkat 7 dari 7 Kota se Sumatera Barat dengan perolehan skor kinerja 2,8465 dengan kategori status Tinggi. Hasil tersebut perlu menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah dan DPRD untuk melakukan peningkatan kapasitas Pemerintahan daerah dengan tujuan meningkatkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Kemudian dengan adanya kebijakan pemerintah melalui penetapan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2012 tentang “Kerangka Nasional Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Daerah”, diharapkan mendorong terselenggaranya program pengembangan kapasitas Pemerintahan daerah yang sekaligus mempercepat keberhasilan kebijakan otonomi daerah secara nasional dan disisi lain juga bertujuan membantu masyarakat untuk memperoleh tingkat kesejateraan yang lebih baik melalui peningkatan capaian kinerja Pemerintahan daerah.
Dengan demikian, peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan daerah secara menyeluruh pada lingkup regional provinsi sangat diperlukan dalam menjaga keseimbangan gerak dan arah pembangunan mulai dari tingkat pemerintah provinsi,  kabupaten/ kota, kecamatan, sampai tingkat pemerintahan nagari/ desa yang ada di wilayahnya.
Hadirin pada undangan Rapat Paripurna yang berbahagia,
Berkaca pada kondisi aktual saat ini, pemerintahan daerah semakin dihadapkan pada tantangan dan tuntutan akan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih akuntabel, transparan, dan efektif, dalam kerangka tata pemerintahan yang baik dan bersih dalam menjalankan hak dan kewenangan otonomi daerah.
Dalam perspektif tersebut, Pemerintah Daerah memiliki kewajiban dalam menjamin kesejahteraan masyarakat dan memajukan pembangunan daerah melalui optimalisasi pendayagunaan potensi daerah.
Penting untuk diingat bahwa pembangunan yang pada dasarnya ditujukan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, akan selalu diiringi dengan dampak yang berlawanan apabila tidak disikapi dengan tepat dan bijak. 
Kita telah melihat beberapa daerah yang menghadapi permasalahan yang sangat kompleks justru pada saat sedang gencar-gencarnya melaksanakan pembangunan, seperti timbulnya kemacetan, persampahan, menurunnya moralitas masyarakat, meningkatnya angka kriminalitas, dan lain sebagainya.
Oleh karena itulah, pembangunan Kota Padang Panjang dalam rangka mencapai Visi “Padang Panjang Amanah, Aman Dan Sejahtera” haruslah dilaksanakan melalui pendekatan pembangunan berkelanjutan yang tidak hanya menekankan pada aspek pembangunan ekonomi semata, tetapi juga harus memperhatikan pentingnya keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dengan perlindungan lingkungan dan pembangunan sosial masyarakat.
Kota Padang Panjang bukanlah daerah yang memiliki sumber daya alam yang berlimpah bagi pemenuhan kebutuhan pembangunan Kota dan masyarakatnya. Oleh karena itu, Kota Padang Panjang diharuskan untuk dapat mengembangkan potensi berdasarkan keunggulan komparatif dan kompetitif yang dimiliki.
Perkembangan dan pembangunan Kota Padang Panjang akan sangat tergantung pada besarnya kreatifitas pemerintah daerah dalam memaksimalkan segala potensi yang tersedia, melakukan pemberdayaan masyarakat dan sektor ekonomi, serta mengupayakan peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.
Sebagai daerah yang berada pada jalur utama antar daerah di Provinsi Sumatera Barat maka pembangunan hendaknya tidak saja diarahkan pada pelayanan terhadap masyarakat lokal semata, namun juga diarahkan pada peningkatan jumlah masyarakat luar yang terlayani dan berkunjung ke Kota Padang Panjang, sehingga pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan daerah sebagai modal pembangunan selanjutnya.
Aspek penting lainnya dari pembangunan berkelanjutan adalah penekanan proses partisipatif dengan melibatkan masyarakat dan dunia usaha sebagai esensi dari tata pemerintahan yang baik. Karenanya, pembangunan berkelanjutan tidak hanya diasumsikan sebagai suatu kebijakan yang hanya lahir dari minoritas kecil teknokrat atau pembuat kebijakan saja, namun merupakan hasil dari perumusan kebijakan yang mengakomodir kepentingan seluruh pihak terkait.
Kami memberikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi atas sinergitas kepemimpinan kepala daerah dan DPRD Kota Padang Panjang yang telah terjalin dengan harmonis. Kami berharap agar kinerja ini dapat dipertahankan dan terus ditingkatkan dengan lebih merangkul kalangan dunia usaha dan masyarakat sehingga tata kelola pemerintahan yang baik sebagai bentuk ideal penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat tercapai.

Hadirin Para Undangan Rapat paripurna, yang saya hormati,
Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017, pada Tanggal 27 Juni 2017 yang akan datang, akan diseleggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota secara serentak di Indonesia. Ada 4 Kota di Provinsi Sumatera Barat yang akan melaksanakan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, termasuk Kota Padang Panjang. Perlu dipahami bahwa pemilihan kepala daerah ini harus dilihat sebagai sebuah proses demokratisasi kepemimpinan sekaligus sebuah titik tolak baru dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di Provinsi Sumatera Barat.
Oleh karena itu, tanggungjawab untuk menyukseskan Pilkada tidak saja berada di tangan penyelenggara Pilkada semata namun juga menjadi tanggungjawab dari seluruh pihak mulai dari pemerintah daerah sampai dengan masyarakat agar ikut mendukung dan menjamin kelancarannya.
Untuk itu, pada kesempatan ini kami harapkan kepada Pemerintah Kota Padang Panjang agar mendukung kesuksesan penyelenggaraan hajat deokrasi ini dengan mensosialisasikan pelaksanaannya serta mengajak seluruh masyarakat pemilih untuk ikut berpartisipasi.
Disamping itu, kami minta agar seluruh elemen pemerintahan dan masyarakat untuk menjaga kondisi ketenteraman dan ketertiban serta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi konflik dan gangguan ketenteraman dan ketertiban dalam pelaksanaan Pilkada.
Kemudian, berkaitan dengan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang Tahun 2013-2018 yang merupakan RPJMD ke-2 akan berakhir pada tahun 2018. Untuk itu kami mengingatkan kepada Pemerintah dan DPRD Kota Padang Panjang untuk segera menuntaskan pencapaian target indicator kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD.
Sdr. Peserta Rapat Paripurna, Para Undangan serta Hadirin yang berbahagia
Pada kesempatan ini, kami juga memberikan apresiasi atas komitmen dari pemerintahan Kota Padang Panjang dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan masyarakat melalui penerapan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di seluruh kecamatan. 
Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) merupakan salah satu inovasi pelayanan administrasi yang dilakukan dengan mengubah pola pikir (mind set) aparatur Kecamatan untuk lebih efektif dalam menjalankan tugas dan fungsinya guna mendorong terciptanya mekanisme partisipasi masyarakat, memberikan standar pelayanan yang baku dan jelas, serta berfungsi sebagai simpul pelayanan (front office) dalam mendukung efektifitas penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) kabupaten/ kota. 
 Kami minta agar penerapan PATEN ini dapat terus disosialisasikan kepada masyarakat, serta dilakukan monitoring, evaluasi dan fasilitasi secara berkelanjutan oleh Pemerintah Daerah agar kualitas penyelenggaraannya dapat terus ditingkatkan. 
Pada tahun mendatang, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan mulai melakukan penilaian terhadap penyelenggara PATEN terbaik di seluruh kabupaten/ kota, sebagai langkah untuk memacu kecamatan dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.


Sdr. Peserta Rapat Paripurna, Para Undangan serta Hadirin yang kami hormati,
Demikianlah yang dapat disampaikan pada kesempatan ini, Semoga Allah Tuhan Yang Maha Kuasa akan selalu memberkati kita semua.
Terakhir kata, sekali lagi kami ucapkan “Selamat Hari Jadi Kota Padang Panjang yang ke-227”. Semoga, acara peringatan ini akan mampu memberikan motivasi yang lebih tinggi kepada seluruh aparatur pemerintahan dan masyarakat untuk membangun Kota Padang Panjang ke depannya. Terima kasih.
Billahitaufik walhidayah, Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabara-katuh.
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